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P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.G/2016/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, 

tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai 

Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak 

Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, 

sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 

10 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Majene pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 dengan register perkara Nomor 

58/Pdt.G/2016/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu 

tanggal 07 Juni 1987 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1407 H., 

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten 

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA.Mj
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 42/I/VI/1987, tanggal 20 Juni 

1987;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di 

rumah dinas Pemohon di Lingkungan Tunda selama 25 tahun dan terakhir 

tinggal bersama di rumah Dinas Pemohon selama 2 bulan; 

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-

masing bernama : 

- WAHID, umur 28 tahun

- SANIA, umur 24

- SALSA, umur 18 tahun

anak pertama dan kedua Pemohon dengan Termohon sedang dalam 

pemeliharaan Termohon sedang anak ketiga dalam pemeliharaan 

Pemohon;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon 

telah mengalami keretakan atau setidak-tidaknya kehampaan hubungan 

suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: 

a. Bahwa sejak awal tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering 

terjadi perselisihan karena Termohon cemburu terhadap teman 

Pemohon;

b. Bahwa pada awal tahun 2012 Pemohon dengan Termohon berpisah 

tempat tinggal karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap 

Termohon yang selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang 

jelas;

c. Bahwa pada awal tahun 2015 Pemohon dengan Termohon kembali 

rukun membina rumah tangga bersama karena pertimbangan anak 

Pemohon dengan Termohon;

d. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti bahwa 

Pemohon telah menikah dengan perempuan lain serta mengucapkan 

kata-kata cerai ketika marah;
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e. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon 

dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2016 karena Termohon 

kembali menuduh Pemohon telah berhubungan dengan perempuan lain 

akibatnya Pemohon langsung meninggalkan Termohon ke rumah 

kemanakan Pemohon di Lingkungan Battayang;

f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 

selama 2 bulan;

5. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa 

sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan 

dengan Termohon;

6. Bahwa sebagai seorang PNS pada Kantor Disporabudpar Kab. Majene, 

Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian 

berdasarkan Surat Izin Nomor 08/IP-KPPT/MN/VII/2014 tanggal 10 Juli 

2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kab. Majene;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada 

Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu 

raj’i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama 

Majene;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer
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Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah 

hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak 

pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut tanpa 

disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim 

berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan 

niatnya bercerai dengan Termohon serta tidak melanjutkan permohonannya, 

akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan 

dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap 

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/I/VI/1987, tanggal 20 Juni 1987, 

atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai 

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, 

lalu diberi kode P; 

2. Bukti Saksi.

Saksi Kesatu, SAKSI I, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang 

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa keduanya adalah suami istri;

- Bahwa keduanya tinggal di rumah dinas Pemohon di Tunda;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan 

Termohon;
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- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti tetapi yang 

saksi lihat Termohon sudah lama meninggalkan tempat kediaman 

bersama.

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, tetapi saksi menduga ada 

masalah besar yang dihadapi Pemohon dengan Termohon dalam 

rumah tangganya hal ini terlihat dengan jelas karena Termohon pergi 

meninggalkan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama.

- Bahwa saksi tahu karena Saksi sering berkunjung ke rumah mereka 

dan di rumah tersebut sudah lama tidak mendapati Termohon.

Saksi Kedua, SAKSI II, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang 

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi mengenal keduanya.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keduanya pernah rukun dalam rumah 

tangga dan telah dikarunia anak.

- Bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sewcara pasti tetapi yang 

saksi lihat sudah lama Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari 

situ saksi berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon sedang 

dirundung masalah dalam rumah tangganya.

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau keduanya pernah 

bertengkar.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan 

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu 

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu 

hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi 

sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon 

untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun 

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan 

bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dilanda perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan 

cinta dengan perempuan lain, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah 

tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 

bulan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon 

di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk  

dipertimbangkan  lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran  antara Pemohon dan 

Termohon yang menyebabkan rumah tangga pecah ?

2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam 

sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan 

Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon 

dibuat oleh pejabat yang berwewenang adalah akta otentik yang menerangkan 

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sehingga mempunyai 

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini sehingga 

permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
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Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga 

mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formiil dan syarat 

materiil saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon 

telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil 

suatu akta autentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara 

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;     

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Pemohon telah 

mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi di dalam 

perkara ini dan sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan telah 

bersumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti 

saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang 

telah saling bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka 

harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dengan 

Termohon telah hidup berpisah selama 2 bulan lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 

selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang.

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling 

mempedulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya antara Pemohon 

dan Termohon selama 4 bulan, majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini 

merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan 

Termohon, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam 
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rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi 

atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan 

dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan 

diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan 

diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus 

menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya 

ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis 

hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah 

tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara 

suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang 

relatif lama dan tidak ada tanggung jawab dari salah satu pihak, maka hal 

tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut 

telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi 

kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim 

berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah 

pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud.

Menimbang,  bahwa  pada  setiap  persidangan  majelis hakim  telah  

berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan 

rukun dengan Termohon ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap 

bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara 

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali 

dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah 

sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti 

sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan 

penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak, sehingga 
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majelis hakim berpandapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta 

telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf  (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 

oleh karena itu  permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan 

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap 

Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan 

Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 

maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk 

mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah 

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman  dan  tempat  perkawinan  Pemohon 

dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini 

dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
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3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu 

raj’i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama 

Majene;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan 

salian penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten 

Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 

(tiga ratus lima puluh satu ribu  rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Majene pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriah oleh Dra. Hj. Sahida Bakkareng sebagai 

Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga 

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim 

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera 

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I. Dra. Hj. Sahida Bakkareng

Dwi Anugerah, S.H.I. Panitera Pengganti,
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Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp   30.000,-

- ATK Perkara : Rp   50.000,-

- Panggilan : Rp 260.000,-

- Redaksi : Rp     5.000,-

- Meterai : Rp     6.000,- +

Jumlah : Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu  rupiah).
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